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MOTO

“Orang yang paling banyak membantu orang lain di antara kamu adalah manusia

yang paling baik.”
( Hadist Riwayat Bukhari )

“Karena ada kemudahan setelah kesulitan, pada kenyataannya, ada kemudahan
setelah kesulitan..” (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN
“Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang
sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai

dan ku sayangi”:

Abah dan Mama terkasih,

“Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku
persembahkan kepada kedua orangtuaku Abah dan Mama yakni Akhmad
Zulkarnain dan Nimah Amini, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan
mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi
agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa
serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan,
hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini
menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan
ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk

ayah dan ibunda.”
Dosen Pembimbing Skripsi
Terimakasih banyak kepada bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,
M.Kn. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan

skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan
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RINGKASAN

PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM
TINDAK PIDANA PERIKANAN

( M.Fajari, 2023 : 65 him)

Perikanan adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi hingga produksi,
pengolahan, dan pemasaran. Dalam dunia lautan tentunya terdapat landasan hukum
bagi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu di laut yang dari waktu ke
waktu mengalami perkembangan. Jika diurutkan, kewenangan ini tidak pernah
dicabut atau dihilangkan; bahkan dikuatkan dan diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, mulai dari produk hukum pada masa pemerintahan Hindia
Belanda, produk Hukum Nasional, hingga Konvensi Hukum Internasional terkini.
“United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)”.
Penyelidikan pada dasarnya melibatkan sejumlah detektif untuk mencari dan
mengumpulkan bukti sesuai dengan prosedur hukum untuk mengidentifikasi
kejahatan yang terjadi dan mengidentifikasi pelakunya. Dengan demikian untuk
dapat mengendalikan laut secara efektif dan sinergis perlu adanya kolaborasi
pengawasan laut secara bersama melalui suatu sistem pengendalian operasi yang
dapat menjembatani berbagai perbedaan aspek operasi, sistem dan teknis dari
pelibatan kekuatan potensi bangsa yang tergelar. Sehingga pengamatan berbagai
obyek sasaran dan pengawasan luas wilayah perairan yang dikendalikan dapat
diselenggarakan lebih cermat, cepat dan tepat dalam proses pengambilan keputusan
Komando yang responsif—responsif terhadap berbagai dampak yang dapat memicu

reaksi dunia Internasioanal, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah strategis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan kewenangan penyidikan
yang dilakukan penyidik polri dan bagaimana peraturan penanganan yang dihadapi
“Penyidik Polri, Penyidik Perwira TNI AL, dan PPNS” dalam melakukan

penyidikan apabila terjadinya penangkapan secara bersamaan.



Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan

memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-

bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1.

Petunjuk “Teknis Polri No. Pol.: ST / 2080 / X / KEP. / 2012 tentang
“Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia” telah
mengatur batasan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik
Polri. Secara keseluruhan, batasan kewenangan penyidikan yang dilakukan
oleh penyidik Polri sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan
melindungi hak asasi manusia.

Peraturan penanganan kasus yang dihadapi oleh penyidik Polri, penyidik
Perwira TNI AL, dan PPNS harus dilakukan dengan mempertimbangkan
tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, yakni harus bertindak
sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing yang ada di institusinnya.
Penyidik dari masing-masing lembaga harus saling berkoordinasi dan
berkomunikasi untuk memastikan bahwa tugas dan kewenangan masing-
masing lembaga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal terjadi
penangkapan bersama, tugas penanganan kasus harus diserahkan kepada
lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis

kasus yang dihadapi.



M.Fajari. Juni 2023. PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN. Skripsi, Program
Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

65 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan kewenangan penyidikan
yang dimiliki oleh penyidik Polri dan Peraturan penanganan yang dihadapi
Penyidik POLRI, Penyidik Perwira TNI AL, dan PPNS dalam melakukan
penyidikan apabila terjadinya penangkapan secara bersamaan. Misalnya, dalam
mengkaji undang-undang, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis data dengan menggunakan
data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian
hukum normatif yang memanfaatkan studi kasus normatif berupa produk perilaku
hukum. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan “Pedoman Teknis Polisi No.
Pol.: ST/2080/X/KEP./2012” tentang “Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia” yang membatasi batas-batas kewenangan penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik. penyidik Polri. Secara keseluruhan, sangat penting untuk
membatasi ruang lingkup penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri untuk
menjaga kejelasan hukum dan menjaga hak asasi manusia.. Serta penanganan kasus
yang dihadapi oleh “penyidik Polri, penyidik Perwira TNI AL, dan PPNS” harus
dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewenangan masing-masing
lembaga, yakni harus bertindak sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing yang
ada di institusinnya. Penyidik dari masing-masing lembaga harus saling
berkoordinasi dan berkomunikasi untuk memastikan bahwa tugas dan kewenangan
masing-masing lembaga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal terjadi
penangkapan bersama, tugas penanganan kasus harus diserahkan kepada lembaga
penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis kasus yang

dihadapi.

Kata Kunci : Kewenangan Penyidikan, Kepastian Hukum, Lembaga Penegak

Hukum, Koordinasi.
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